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Abstract: This research is entitled State and Regional Finance 

Performance of South Konawe Regency. This study aims to determine 

the State and Regional Financial Performance of South Konawe 

Regency. The data analysis method is descriptive analysis, with the ratio 

of financial independence analysis, the degree of fiscal decentralization 

of South Konawe Regency from 2016 to 2020. The results of the study 

are Effectiveness can be concluded that the effectiveness of local taxes 

in the period 2016-2020 has increased. So based on the criteria or 

indicators of effectiveness, it can be said that the effectiveness of local 

taxes in South Konawe Regency is categorized as very effective so that 

this shows that the Regional Financial Management Agency of South 

Konawe Regency is very effective in managing local taxes, the 

contribution of local taxes has been done it appears that in the period 

2016-2020 it is very good. In 2017 the contribution was the largest at 

96.91% and in 2018 it had the smallest contribution rate at 68.38%. The 

average percentage of Local Tax Contribution to Local Revenue from 

2016-2020 is 80.41%, which is included in the Very good category 

because it is above 50%. 

 

Abstract: penelitian ini berjudul Keungan Negara dan Daerah Kinerja 

Keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Keungan Negara dan Daerah Kinerja Keuangan 

daerah Kabupaten Konawe Selatan. Metode analisis datanya adalah 

analsis deskriptif, dengan rasio analisis kemandirian keuangan, derajat 

desentralisaai fiskal Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020. Hasil penelitian adalah Efektivitas dapat 

disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 

2016-2020 mengalami Peningkatan. Jadi berdasarkan kriteria atau 

indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak 

Daerah di Kabupaten Konawe Selatan di kategorikan Sangat efektif 

sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Konawe Selatan sangat efektif dalam mengelola 

Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa 

dalam kurun waktu 2016-2020 sangat baik. Pada tahun 2017 

kontribusinya adalah yang terbesar yaitu sebesar 96,91% dan pada tahun 

2018 memiliki tingkat kontribusi yang terkecil yaitu sebesar 68,38%. 

Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% termasuk dalam 

kategori Sangat baik karena berkisaran di atas 50% 
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PENDAHULUAN 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan 

peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 

adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.  

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar 

lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah 

diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada 

kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi 

manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih 

akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam 

pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan 

atau Financing Reform.  

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi 

daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Manfaat otonomi 

daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, 

agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti 

kebutuhan masyarakay didalamnya.  

Ada tiga hal mendasar yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu 

adanya kewenangan daerah secara yuridis untuk mengatur dan mengurus daerahnya 

sendiri, adanya legitimiasi dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan adanya tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan 

daerahnya. 

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011: 81, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah 
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selama satu tahun.Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan 

agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang 

belum ada pada APBD di era prareformasi.  

Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu 

memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan 

sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak 

Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD meungkin terdapat surplus atau defisit. Pos 

pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. 

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam 

konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. 

Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas 

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diatur oleh Hukum. Dasar 

Hukum yang digunakan adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara. 

b. Undang-Undang NomorI Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

c. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.  

d. UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah. 

f. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

j. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

l. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 
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m. Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 

Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan 

dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 

efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna 

memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh 

perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau Jmemenuhi 

prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah.  

Kinerja Keuangan Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat 

pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan 

dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui 

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 

Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis 

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 

2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur 

akuntabilitas pemerintah daerah menururt (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian 

keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio 

pertumbuhan. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal 

(terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya 

menurut Halim, (2002). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin 

tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.  
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Otonomi daerah ditunjukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu 

indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah Pendapatan 

Asli Daerah. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan 

keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD merupakan akses dari 

pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap 

upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih 

menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung. (Adi : 2012). Peningkatan 

PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pertumbuhan ekonomi 

sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas 

pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan 

perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Hamzah : 2007). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah:“Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat”. 

Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) “Efektivitas adalah ukuran berhasil 

atau tidaknya organisasi mencapai tujuannya”. Sedangkan Efektivitas menurut Mahmudi 

(2016:86) yakni :“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. 

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai 

efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau 

dikatakan spending wisely. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Kontribusi adalah 

sumbangan”, sedangkan menurut kamus ekonomi (Guritno, 1992:76) adalah sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 

tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
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Penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode 

TA 2003 – 2007 memiliki kemandirian keuangan sangat kurang sehingga memiliki 

ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan 

dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

Parman Faisal (2017), “Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 2012-2015”Perhitungan kontribusi pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun 

waktu tahun 2012-2015 mengalami model yang berbeda-beda tiap tahunnya. Efektivitas 

pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama 

kurun waktu tahun 2012-2015 tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 

2015. 

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa “semakin tinggi 

kontribusi yang diberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka semakin tinggi 

kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target pendapatan daerah yang meliputi (kuantitas, kualitas, dan waktu) 

yang telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai makin tinggi 

efektivitasnya 

Komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah yang dioptimalkan 

pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis 

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerahnya.Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak 

ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah 

akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka 

yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan 

pembangunan. 

Sebagai daerah otonom baru (dimekarkan sejak tahun 2003 dari kabupaten 

induknya yakni Kabupaten Konawe), sangat menarik untuk mengetahui kimerja 

keuangan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Khususnya pada aspek Kemandirian 

keuangan dan efektifitas sumber-sumber PAD (efektifitas pajak daerah),kontribusi 

sumber-sumber PAD terhadap total PAD (kontribusi pajak daerah terhadap PAD)  di 

harapkan pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

Kemandirian Keuangan Efektivitas sumber-sumber PAD dan Kontribusi sumber-sumber 

PAD terhadap total PAD di Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti mengangkat judul 

“Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan". 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada kabupaten Konawe Selatan  dan yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kinerja keuanga daerah  Kabupaten Konawe 

Selatan berupa rasio kemandirian keuangan, Efektivitas dan efisiensi tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020. jenis penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif.  

Penelitian ini dikatakan kuantitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id  dan BPS kabupaten Konawe Selatan. Metode analisis 

yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analsis deskriptif, 

dengan rasio analisis kemandirian keuangan, derajat desentralisaai fiskal Kabupaten 

Konawe Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.   

Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut. 

1. Analisis  kemandirian keuangan daerah Kabupayen Konawe Selatan 2016-2020 

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanana kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli 

daerah. 

 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧  =  
𝐏𝐀𝐃

𝐁𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭 
× 𝟏𝟎𝟎% 

Menurut Mardiasmo, 2001 dalam  (Nataludin:69) kriteria kemandirian. 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan 

 

 

 

 

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 /1996 

Kriteria Kemandirian Keuangan Kemandirian % 

Rendah Sekali 0-25% 

Rendah 25-50% 

Sedang 50-75% 

Tinggi 75-100% 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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2. Analisis Efektivitas Sumber-sumber PAD ( Pajak Daerah ) 

Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang 

ditargetkan. Besarnya tingkat efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. (Halim, 2004:164) : 

 

Efektivitas Pajak Daerah  =  
Realisasi Penerinaan Pajak Daerah 

Target Penerimaan Pajak Daerah 
× 100% 

Adapun kriteria yang digunakan untun menilaiefektivitas pajak daerah  

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah 

Persentase Keiteri 

> 100% Sangat Efektif 

> 90-100% Efektif 

> 80-90% Cukup Efektif 

> 60-80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 

3. Analisis Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Total PAD ( Pajak Daerah) 

Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:163) : 

Kontribusi Pajak Daerah  =  
Realisasi Penerinaan Pajak Daerah 

Realisasi Penerimaan PAD 
× 100% 

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah 

Presentase Kriteria 

0-10% Sangat Kurang 

10-20% Kurang 
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20-30% Sedang 

30-40% Cukup Baik 

40-50% Baik 

Di atas 50% Sangat Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Analisis  Kemandirian Keuangan Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020 

Daerah Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi, dalam Ringkasan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016-2020, 

maka Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2016-2020 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020 

TA PAD 

(Rp) 

Bantuan Pemerintah 

Pusat/Provinsi+Pinjaman 

(Rp) 

Kemandirian 

(%) 

Pola 

Hubungan 

Kemampuan 

Keuangan 

2016 37.011.710.261 5.947.764.000 6,22 Instruktif Sangat 

Kurang 

2017 52.424.872.726 - - Instruktif Sangat 

Kurang 

2018 68.908.750.346 - - Instruktif Sangat 

Kurang 

2019 81.314.566.003 - - Instruktif Sangat 

Kurang 

2020 66.194.958.213 480.000.000 13,7 Instruktif Sangat 

Kurang 

Rata-

rata  

  9,96 Instruktif Sangat 

Kurang 

Sumber: DJPK. Kemenkeu. Kab. Konawe Selatan T.A 2016-2020 (data di olah) 
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Dari tabel di atas dapat du tarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah 

dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan transfer. Rata-

rata rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2016- 2020 adalah 9,96% yang 

berarti sanat  kurang. Hasil tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu 13.7%, dan terendah tahun 

2017,2018, dan 2019 yaitu 0.00%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2020 disebabkan 

adanya peningkatan PAD lebih besar dari peningkatan Dana Transfer dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian juga menunjukan 

bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah akan dibarengi dengan 

penurunan rasio ketergantungan keuangan daerah, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Bisma (2010) yang 

menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003 – 2007 memiliki 

kemandirian keuangan sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap 

bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. Dan temuan penelitian Arifin (2015) yang menunjukkan 

bahwa Provinsi Riau selama periode TA 2005 – 2013 memiliki kemandirian keuangan 

daerah sangat rendah, atau pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

keuangan sangat rendah. 

 

Analisi  Efektivitas Sumber-sumber PAD (Pajak Daerah) Kabupaten Konawe 

Selatan 2016-2020 

Analisis Efektivitas Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 

2002:129).  

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut : 

Efektivitas Pajak Daerah  =  
Realisasi Penerinaan Pajak Daerah 

Target Penerimaan Pajak Daerah 
× 100% 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 

Tahun 

Target 

penerimaan PD 

(Rp) 

Realisasi 

penerimaan PD 

(Rp) 

Tingkat 

Efektif (%) 
Kriteria 

2016 7.567.000.000 10.332.424.088 136,54 Sangat Efektif 



JIM: Volume 2 (No 01) 2023 Pp 26-43 

 
 

Salifa 
 

36 

 

2017 7.670.500.000 13.987.922.288 182,35 Sangat Efektif 

2018 16.900.000.000 18.033.846.956 106,70 Sangat Efektif 

2019 25.000.000.000 20.739.735.071 82,95 Cukup Efektif 

2020 25.075.000.000 19.329.939.959,00 77,08 Kurang Efektif 

Rerata    117,12% Sangat Efektif 

Sumber : DJPK. Kemenkeu LRA dan APBD kabupaten Konawe Selatan tahun 2016-

2020 (data di olah) 

 

Berdasarkan pada tabel 5 tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2016 

merupakan tingkat Efektivitas yang tinggi dengan persentase  mencapai 136,54% dan 

tingkat Efetivitas Pajak Daerah pada tahun 2017 merupakan tingkat yang tertinggi 

mencapai 182.35%. Sementara pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak daerah 

tergolong sangat efektif dengan presentase mencapai 106,70%. Pada tahun 2019 tingkat 

efektivitas mengalami penurunan yang drastis dengan presentase mencapai 82,97%. Hal 

tersebuat disebabkan karena realisasi penerimaan PD lebih kecil dari target penerimaan 

PD. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Konawe 

Selatan mengalami penurunan dengan presentase hanya mencapai 77,08%, sehingga 

tergolong kurang edektif.  

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 memiliki rata-

rata persentase mencapai 117,21% jadi berdasarkan kriteria atau indikator Efektivitas 

maka dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan termasuk dalam ketegori Sangat Efektif. 

Analisis Kontribusi Sumber-sumber Terhadap Total PAD (Pajak Daerah) 

Kabupaten Konawe Selatan 2016-2020 

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Penerimaan Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Handoko, 2013:3). Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebagai berikut : 

Kontribusi Pajak Daerah  =  
Realisasi Penerinaan Pajak Daerah 

Realisasi Penerimaan PAD 
× 100% 
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Tabel 3.3 Hasil Analisia Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 

Tahun Realisasi 

penerimaan PD 

(Rp) 

Realisasi 

penerimaan PAD 

(Rp) 

Tingkat 

Kontribusi 

(%) 

Kriteria 

2016 10.332.424.088 14.380.680.285 71,84 Sangat Baik 

2017 13.987.922.288 14.433.778.545 96,91 Sangat Baik 

2018 18.033.846.956 26.369.448.274 68,38 Sangat Baik 

2019 20.739.735.071 27.598.971.975 75,14 Sangat Baik 

2020 19.329.939.959,00 21.527.660.847 89,79 Sangat Baik 

Rerata    80,41% Sangat Baik 

Sumber : DJPK. Kemenkeu LRA dan APBD kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-

2020 (data diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.8 analisis data yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2016 

dengan persentase Kontribusi Pajak Daerah sebesar 71,84%. Pada tahun 2017 merupakan 

Kontribusi Pajak Daerah yang terbesar yaitu sebesar 96,81%. Pada tahun 2018  dengan 

tingkat kontribusi Pajak Daerah mencapai 68,38%. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 

2019 hanya mecapai 75,14%. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami 

Kenaikan dengan persentase  mencapai 89,79% 

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe 

Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami Fluktuasi. Persentase rata-rata 

Kontrubusi Total Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Konawe 

Selatan tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% jadi berdasarkan kriteria atau indikator 

Kontrubusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Konawe Selatan 

dapat dikategorikan Sangat Baik. 

Menurut hasil penelitian dari Sukur (2015) yang berjudul Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tergolong Tidak Efektif dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori 

Kurang.  

Selanjutnya hasil penelitian dari Khatmi Tamtami Nisa (2015) yang berjudul 

Analisis KontribusiPendapatan Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 

dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa Kontribusi Pajak Parkir terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah masih tergolong Kecil. Persentase tingkat Efektivitas Pajak 

Parkir dari tahun ke tahun meningkat tetapi terjadi penurunan pada tahun 2014 tergolong 

Tidak Efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut penelitian mereka tidak terlalu 

berbeda jauh mengatakan tingkat Efektivitas dan Kontribusinya dikategorikan Tidak 

Efektif dan tergolong Kecil, tetapi penelitian yang dilakukan peneliti dapatkan berbeda 

dengan hasil penelitian tersebut karena peneliti mendapatkan bahwa tingkat Efektivitas 

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikategorikan Sangat Efektif dan tingkat 

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong kategori Sangat 

Baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kab. 

Konawe Selatan tahun 2016-2020 dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan 

daerah Kab. Konawe Selatan selama waktu tiga tahun terakhir masih rendah sekali 

dan menunjukan pola hubungan instruktif, dimana tingkat ketergantunganterhadap 

bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat masih tinggi dengan rata-rata 

kemandirian keuangan selama tiga tahun terakhir mencapai 4,42% 

2. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak 

Daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami Peningkatan. Jadi 

berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas 

Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan di kategorikan Sangat efektif sehingga 

hal tersebut menunjukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan sangat efektif dalam mengelola Pajak Daerah. 

3. Berdasarkan hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa 

dalam kurun waktu 2016-2020 sangat baik. Pada tahun 2017 kontribusinya adalah 

yang terbesar yaitu sebesar 96,91% dan pada tahun 2018 memiliki tingkat kontribusi 

yang terkecil yaitu sebesar 68,38%. Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 adalah sebesar 80,41% termasuk 

dalam kategori Sangat baik karena berkisaran di atas 50% 
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